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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa, implementasi prinsip-prinsip good 

governance dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape 

Kabupaten Bima disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa 

Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima dibagi dua Yaitu 

a Prinsip gonvernance yang terdiri dari  

1) Partipasi, berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, bentuk 

partsispasi yang dilakukan berupa ikut dalam musyawarah yang 

diadakan dan ikut membantu atau gotong royong ketika adanya 

perbaikan jalan 

2) Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Na’e melakukan 

musyawarah dan pembuatan baliho khusus untuk keterangan semua 

biaya yang dikeluarkan dari penggunaan keuangan desa yang tertera 

di APBDes. 

3) Daya Tanggap, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang 

membutuhkan baik itu berupa uang atau sembako. 

4) Berorientasi pada konsesus, sebelum melakukan pengelolaan pada 

dana desa pemerintah desa dan masyarakat melakukan musyawarah 

untuk menyepakati keuangan dana desa akan digunakan untuk 

keperluan apa saja. 
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5) Efektifitas dan efisiensi, dalam menyelenggarakan anggaran 

pengelolaan keuangan dana desa harus ditentukan jangka waktu 

kapan pembangunan desa akan dimulai sehingga semua rencana 

anggaran dapat terealisasikan 

6) Akuntabilitas, Laporan pertanggungjawaban kinerja yang dibuat 

dalam pelaksanaan Dana Desa (ADD) berjalan sesuai standar dan 

keinginan yang telah ditetapkan. 

b Proses pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari  

1) perencanaan, Proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Na'e 

terlebih dahulu harus dibahas dalam RKPDesa.  

2) Pencatatan pendapatan dan pengeluaran desa Na'e mesti dicatat 

secara cermat serta akurat agar keuangan desa dilaporkan pada saat 

pemberitahuan. 

3) Pelaporan. Pelaporan atas tindakan yang dilakukan dalam 

pelaksanaan APBDesa dihasilkan secara otomatis selama 

administrasi sehingga laporan dilaporkan pada akhir bulan dan dapat 

dipertimbangkan.  

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Prinsip Good Governance 

Dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten 

Bima,  

a Faktor pendukung teridiri dari musyawarah mufakat dan pengadaan 

pelatihan.  



 

72 
 

b Faktor penghambat yaitu kemampuan sumber daya perangkat desa, 

kurangnya dukungan masyarakat, dan pencarian dana desa. 

5.2.Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan 

implementasi prinsip-prinsip good governance dalam Pengelolaan Keuangan 

di Desa Na’e Kecamatan Sape Kabupaten Bima, yaitu: 

1. Perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta edukasi tentang 

pentingnya partisipasi masyarakat Desa Na’e dalam pengelolaan dana 

desa. Hal ini akan mencegah adanya kesalahan oleh pihak pihak tertentu 

dan mengontrol pelaksanaan agar sesuai dengan peruntukannya.  

2.  Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal 

pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap Perencanaan, pencatatan, dan 

pelaporan serta adanya saling koordinasi dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai perangkat Desa.  
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